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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan 

yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu: 

1. Konsep Diversi dan Restorative Justice, belum sepenuhnya 

memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 

kejahatan kekerasan. Penerapan Diversi dan Restorative Justice  

bisa di upayakan pada anak yang melakukan tindak kejahatan 

kekerasan yang sifatnya ringan dengan ancaman hukuman kurang 

dari 7(tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan 

tindak pidana. Namun fakta yang terjadi di wilayah DIY konsep 

Diversi dan Restorative Justice yang diupayakan oleh aparat 

kepolisian belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini 

tercermin dari beberapa kasus tindak kejahatan kekerasan yang 

melibatkan anak, namun tidak semua kasus tersebut di selesaikan 

melalui jalur diversi, karena pihak korban ingin meneruskan 

kasusnya melalui prosedur resmi dalam peradilan. 

2. Kendala aparat kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak 

sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan adalah: 
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a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan    

hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan 

upaya diversi. 

b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin 

mengusut kasusnya sampai tuntas. 

c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya Diversi 

dan Restorative justice. 

 

B. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, maka penulis dapat     

             memberikan saran sebagai berikut, 

1. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun 

persepsi yang sama tentang upaya diversi dan restorative justice. 

Upaya diversi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian 

suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, 

sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga 

pelaku dan masyarakat di berikan pemahaman yang sama. 

2. Aparat kepolisian diharapkan lebih mengupayakan upaya diversi 

terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Hukuman bukan 

hanya  tentang pembalasan, akan tetapi alangkah bijaksana jika 

hukuman mengedepankan upaya pemulihan. 
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